‘ PERATURANBUPKHKUDUS } ”

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

ATA KABUPATE ASI DAN DOKUMENTAS

N KUDUS

BUPATI kupyg

hwa dalam ra
] ' ?eibuka. dan akur:lgt’;t?elpe:gﬁlenggafaan pemerintahan yang balk,
' dokumentasi; ' U adanya pengelolaan informasi dan

p. bahwa agar pengelolaan informaei -~
secara lengkap, akurat dq Masi dan dokumentasi dapat terlaksana

N faklual serta guna memenuhi ketentuan
P(;sgl 1t§n?;’r?t (3& Pderaturan Menteri Dajang Neger; Nomor 35 Tahun
g)okumentasig di eL(i)r?;iE Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

ngan ; n
pemerintah Daerah, 9an Kementerian Dalam Neger da

i Perlu mengatur ia Pej elola
Informasi dan Dokumentas;i KabuD%ten KTu?jtSs SRl FajeRgl (=EI0

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741),



S

PeraturarL\J n::menntah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
undgﬂgL mb 19 Nomor 14 Tahuy 2008 tentang Keterbukaan Informasi
S Lai L;abn Negara Repubiik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99
famce 8ran Negara Republik Indonesia Nomor 5149),

Perat:{:r? L/ls:l(er‘ilt)a[am Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentand
G gelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi d!

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri _ Renublik
indonesia Tahun 2010Nomor245) egal (porta Kegirm RCF

peraturan Komisi Informag; Nom Standar
| ayanan Informasi Publik or 1 Tahun 2010 tentang

MEMUTUSKAN -

(ATA KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMAS| DAN DOKUMENTAS!

| KABUPATEN KUDUS.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

palam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

e

Bupati adalah Bupati Kudus.

9 pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutry2
gisingkat Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan. Komunikasi da"
Informatika Kabupaten Kudus.

informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda
yang mengandung nilai, makna, dan pesan. baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembang@n
teknologi informasi  dan komunikasi secara elektronik ~maupun
nonelektronik.

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan
penyimpanan informasi dl bidang pengetahuan.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikiim, dan/atau diterima  oleh  suatu badan  publik yang
berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara
dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya
serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan
lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan
negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian
atau selurun dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.



pejabat Pengeloly

B ppPID adalah pg"ab;; dan Dokumentasi, selanjutnya disebut
endokumentasian per\:a.lng beﬂanggung jawab dalam pengumpulan
dan pelayanan informay MPpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribus!
pertugas membanty R lingkungan Pemerintahan Daerah yand
) Pelayanan tugas dan wewenang PPID

formas;

BAB ||

MAKSUD DAN TUJuAN

Pasal 2

pengaturan Tata Keri :
) bagi PPID, PPID P Ja PPID dimaksudkan untuk memberikan pedoman

‘ embant .
pelayanan informasi dan dgkgglr?tz‘;riemat PPRID datam aenets”

2 T ujuﬁe[:‘?nr;izt&ran Tata kerja PPID adalah untuk
| an pel ' | i di
’ Badan Publik; Pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkung@"

b :‘:feor:j:qr:;? DinnUhan hak Warga negara untuk memperoleh akses
PR ing Penyelenggaraan keterbukaan informas!

BAB II|
PPID, PPID PEMBANTU DAN SEKRETARIAT PPID
Pasal 3
(1) Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi ditetapkan PRIC:

2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat secara ex-officio

oleh Kepala Dishubkominfo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupat!.
(3) PPID bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(4) PPID dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Satuan
Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja, Perusahaan Daerah dan/atau Desa
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Dalam melaksanakan tugas keadministrasian dan kesekretariatan PPID
dibantu oleh Sekretariat PPID vyang ditetapkan oleh Kepala
Dishubkominfo.

Pasal 4

PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) bertugas

a. mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari
PPID Pembantu;

b. menyimpan, mendokumentasikan, ~menyediakan, dan memberi
pelayanan informasi kepada publik;

melakukan verifikasi bahan informasi publik;
melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;

melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan

-~ ® a o

menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh
masyarakat.



Pasal 5
s 21a™ melaksanakan mgag i
pwendng “293Mana dimaksug dalam Pasal 4 PPID

s

pé! menclak membaria, Nform

y ook Demndangﬂundarm?}y 18ng dikecualkan sesuar dengan
meminta dan memperglen

VEroleh | '

£ yens iangdmenjadu cakupan kr:f(]'};:;; ' dan untt kerjalkomponen/satuan
aengkoordinasikan i

¢ gembantu dan/atay szarggfgan Pelayanan informasi dengan PPID
menenwkan ey menetapkaungs.onm yang menjad: cakupan kernanya

d oleh publik, dan " SUatu informasi dapat/tidaknya diakses

e nenugaskan PP|D Pembant

membuat, mengumpulkan Senrtu dan/atay Pejabat Fungsional untuk
untuk kebutuhan organisag; 4 memelihara informasi dan dokumentas!

Pasal 6

P‘n?bZﬁtrﬂbS?fBSgﬁﬁgaﬁgfﬁ'miksvd dalam pasal 3 ayat (4 ) bertugads
e anaka f g
Emaksud dalam Pasal 4 dan Paga) 5 N tugas dan wewenang sebagaima

Pasal 7

Sekretafiat PPID sebagaimana dim

a. membantu PPID dalam melg
surat menyurat;

p, membantu PPID dalam melaksa
kearsipan; dan

¢ melaksanakan tugas keadministrasian lainnya

aksud dalam Pasal 3 ayat ( 5 ) bertugas
ksanakan tugas yang berkaitan dengan

nakan tugas yang berkaitan dengan

BAB |V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 8

ppID berhak menolak menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan

informasi publik yang dikecualikan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

Pasal 9

pPID wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informast
publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi
publik, selain informasi publik yang dikecualikan dan/atau tidak sesual
dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA PPID
Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam P_asal 4 Pasal 6
dan Pasal 7, PPID, PPID Pembantu dan Sekretariat PPID wajib mene‘rapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara verﬂka! dan hpnzqntal,
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain

sesuai dengan tugasnya.



Pasal 11

ip wajib meéngawas;j pp|p p
qyimpangan dan men amb?ln}bamu dan Sekretariat PPID apabila terjadi

p eraturan angkah-| ; i
engan P Perundanq. angkah yang diperlukan sesuai
d 9-Undangan yang berlaku P

Pasal 12

PID, PPID Pemba

(1 ::lematuhi petunjuk 3;‘:] ?)Zn Sekretariat PPID wajib mengikuti dan

masing serta menyampaik anggung jawab kepada atasan masing-
Palkan laporan berkala tepat pada waktunya.

9) Setiap 1aporan yang  diterim
()Sekretanat PPID  wajib dioTa
penyusunan laporan lebih lanjut,

oleh PPID dari PPID Pembantu dan
h dan dipergunakan sebagai bahan

BAB VI
AKSES INFORMAS| PUBLIK
Pasal 14

(1) Informasi -p;Jblik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap
pengguna INformasi publik selain informasi publik yang dikecualikan.

2) ln;olrg;]azie Fr):'rlf):tk ying dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ada rahasia sesuai dengan undangan,
kepatutan, dan kepentingan umumAg peraturan perundang g

(3) Info_rrpasi _publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dan :
a. informasi yang dapat membahayakan negara;
b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha
_dan persaingan usaha yang tidak sehat;
C. !nformas! yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
d !nformas! yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
e. informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

(4) Informasi publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian atas
akibat yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat,
dengan pertimbangan bahwa lebih baik menutup informasi publik guna
melindungi keamanan negara, rasa keadilan hak-hak pribadi dan
pertimbangan lain daripada membukanya atau sebaliknya.

(5) Pengujian sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan dengan tahap

sebagai berikut :

a. berdasarkan pertimbangan dari PPID pembantu bahwa suatu
informasi publik merupakan informasi yang dikecualikan, maka PPID
mengadakan rapat pembahasan terhadap permohonan informasi

publik tersebut;



¢

P

—c a0 T w v
e

-apat pembahasan sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan

® oieh PPID. PPID Pembantu yang terkait dan Sekretariat PPID

nasil rapat Segagatmana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam
genta Acara Pengujian yang menjadi dasar hukum penggolongar

informasi publik yang dikecualikan dan untuk penyusunan surat
!awaban kepada pemohon

surat jawaban kepada pemohon atas informasi publik yang
dikecualikan disertai dengan tembusan kepada Bupati

BAB VI
PEMOHON INFORMASI PUBLIK

Pasal 15

hon informasi publik meliputi
rseorangan
kelompok masyarakat,
lembaga s_wadaya masyarakat
organisast masyarakat,
artai politik; atau
padan publik lainnya

Pasal 16

mohon informasi publik harus memenuhi persyaratan

mencantumkan identitas yang jelas dan melampirkan fotocopy dentitas
menyampalkan secara jelas jenis informasi publik yang dibutuhkan. dan
men(;amtumkan maksud dan tujuan permohonan informasi publik
BAB VI
MEKANISME PERMOHONAN INFORMAS! PUBLIK

Pasal 17

ermohonan informasi publik dilaksanakan sesuai mekanisme sebagal

pertkut

d
b

pPID menerima permohonan informasi publik dari Pemohon

pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | Peraturan Bupati ini dan melampirkan
fotocopy 'dentitas pemohon,

PPID melakukan pendaftaran dengan mencatat permohonan informasi
publik dalam Buku Register Permohonan Informasi Publik

PPID menyerahkan salinan pertama Formulir Permohonan Informas!
Publik yang telah dicatat dalam Buku Register Permohonan Informasi

Publik kepada pemohon dan menyimpan asli Formulir Permohonan
Informasi Publik

PPID mengkoordinasikan secara tertulis permohonan informasi publik
kepada PPID Pembantu yang terkait,

PPID Pembantu memberikan atau tidak memberikan informasi publik
kepada PPID dengan disertai pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 dan Pasal 9,



pPID membgrikan eputys
éé g permohonan '”fOFmasip an me

: ubli . .
tertulis sebagaimana tercp : dengan menyampakan pembentahuan

. antum dalam Lampiran Il Peraturar Bupati ini
pPID memberikan

infcrmasi publik
jawaban kepada PeMohon informag;:

dalam hal Permohonan ditolak

» PPID menyertakan alasan terlulis
tentang penolakan Permohonan i 4 ' '

nformasi uplik dalam Surat Keputusar
pPID tentang Penolakan Permohon ; m dalam
Lampiran 11l Peratyran Bupati iy 2" Sebagamana tercantu

Ng2nai diterima atau  ditolaknya

h. Secara tertuls yang merupakan

informas;

i aai ) PUblik diberikan paling lambatnya 14
a sejak

Permohonan diterima

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

peraturan Bupati ini mulai berlaky, Pada tanggal diundzangkan

Agar setiap orang mengetahuin

aturan
Ya, memerintahkan pengundangan Peratura
gupati ini dengan penempatan

Nya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus

Ditetapkan di Kudis .
adatanggal2) f\r')l;ir,n:i

v \%tuous

7%
M PLTH
~

————

CFA

di Kudus
aaf; 24 Apustus 2011

IS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ki
jand
,1an99

BADRI HUTOMO

DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2011 NOMOR 20
A



LAMPIRAN | PERATURAN BL'PATI KUDUS

Tanggal 23 4~ (.
Nomor  n rasy 0

FORMULIR PERMOHONA INFORMASI PUBLIK

sl PEMERINTAH méaﬁifa@ﬂus
DINAS PERHUBUNGAN, Kool
i/ JL. HM SUBCHAN ZE No 4g KUDUS TEL R S, SRATIRA
|

g FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
No. Pendaftaran (qijs petugas)* .

.................................

-------------
................................................

.....................
...........................................

..................
...........................................

.............................................................

nIE_ma"

ng dib“t“hknn ..........................................
f

#5.2 perlu) '
o™ il P
o

i

.........................
.................
..............................................

0

e L
naan e
e

........................................................

......................................................

tat™”
f* 1.0 Mellhatlmembacalmendenqarkan/menca -
si ¢ ! \
pero"h HEEES 2.1 Mendapatkan salinan informasi ( hardcopy / softcopy
n Informasi** 1.0 Mengambj Langsung
apatk@” ERS 2. 0 Kurir
3.0 pos
4.3 Faksimili
— SO Email
— Kudus,
Pelayanan Informasi Pemohon Informus
P::,”:‘:sﬁma Permohonan)
........... )
................................ ) (oo

Nama dan Tanda Tangan

temnﬁiﬂ‘;ewgas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informas! Publik
ol .

giiihosalah satu dengan memberi tanda (V)

Coret yang tidak perlu

U P AR
ST BURA
i 1) AX

i
/
[ /
B \ “r.,,
\ M)
\ - \Qr.
\

A
.\

KUDUS.
\;




LT,
r LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI Ky, 15
Tanggal 55 | p—— ;
Nomer  or :

REMERINTAH (AP arew
DINAS PERHUBUNGAN, K opa ik ATEN Kupys
JL HM SUBCHAN ZE Noy's KUDUS ¢

——— .

PEMBERITAHUAN TERTULIg

an informasi pada tangga
ohone™ =

A . ey, bUIan - f’ﬁﬂ’)a"
., Kami menyampaikan kepada Saudarg i tahun

...........
..................
------

.........................
cu

..................................................
---------

p T
!ﬁs’ld ait informas etorangan
) Hal'ha't publik

- I —
saan informas!

- [T Badan Pypjik lain, yaity
ng

Jtersedia™ I "§6?t—05p}_(rél'—lrﬁé§uﬂéiéman)
[ Harggﬁgzﬁalinaw@ﬁ‘ o
hitaman/pengaburan Informas; yang dimohon s (tarnbahkan kertas bila periu)

! - diberikan karena :*
)iﬂ(dagiar;inta belum dikuasai

:f“”s gsi yan diminta belum didokumentasikan
o™ van

. : ' i lam jangka wakty
mw ﬂnasl¥ masi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka
M o inf0

jad

g ——

Pejabat Pengelola 'I-nfdrmasi dan Dckumentasi
(PPID)

Néma & Tanda Tangan

: aftaran pada formulir permohonan
mesuai dengan nomor P%‘;d‘ & da'z o
Diisi 8 h satu dengan memberi ‘
pih sal2 hitaman informasi dalam suatu dokumen,
Jika Zdi;::?(ezerangan waktu yang jelas untuk menye
piisi de

maka diberikan alasan pernghltamannya
diakan informasi yang diminta

:

MUSTHOFA



f PERATURA
; N BUPATI 1
| o L"”anl 33 Ayt iy K,‘J,?Uc
PEMER) OMor 20 Yanyy -1
DINAS PERHUB UGN HKKABUPATENK ' i SR
{ JL.HM SUBCHANZEN 50 OMUNS!"AS' DANUr%zggR
i TELP MATIKA
/ . AX (02 91) 431144

E/i T KEPUTUSAN PPID TE m
5UR No. Pendattary, ENOLAKANPERMOHONAN
informast pada tanggal

. Kami menyampak b
an Ulan
keDada Saudara/' tahtin (1(3pq,'5;1

an
ohon
oMy

o Poran”
ﬂw&' ......

} .

e
-----
.....................
........
......

.....
...............
....................

n/E a and dibutuhkan

i e |
. O |
P T T o J
o bahwa Informasi yang dimohon adalah . ' |
mutuﬁ 8 - e
ﬂqﬂ |
INFORMAS) YANG DIKECUALIKAN |
jdidasarkan T pagaiq7
(ormas huruf U ) .
o' B U KIF
Pasal .. - Undang- -Undang |
ysal di atas, men |
. («an Pasal -Pasa embuka Informas tersebut dapat menimbulkal, konsekuensi
pbserikuff e
e menyatakan bahwa o i
- d rn' kia S |

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK ‘ |

| S

o0 nformasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat menrjajukan
pﬁ pada atasan PPID selambat-larabatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ‘menerima Surat

ini.
msan' Kudus, v
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentast ( PPID )

Nama & Tandatangan

Keterangan:

' Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik ’

«  Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a — i UU KIP

»  Gesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan
pasal pengecualian dalam unuang-undang lain yang mengecualikan informast
yang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang-undangnya)

== Diisi oleh petugas dengan merperhatikan batas tentang jangka waktu
pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Peraturgn ini

Bagian Hukum I
Sekretariat Daerah { [
Kabupaten Kudus )
Date: 2019.10.24 "\ ok
09:07:37 +07'00' ™

Digitally signed by WA \)\/ \\
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